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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6S97);

6. Peraturan Pemerintah Nomor IS Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri
Keuangan Nomor 119 tahun 2023 ^Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2022 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan
Pcrangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2023 Nomor 125).
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Monrtapkau PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PKLAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PttBttl 1

Dalam Peraturan Hvijnxti ini, yang dimaksud dcngan:

l Daerah adalah Kesatuan masyamkut hukum yung mempunyai batas-
butas wiluyah yang benvenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintah dan kcpentingan nmsyuraknt setcmpat mcnurut prakarsa
sendiri berdusarkan uspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. IVmerintah Duerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahun Daerah yang memimpin peluksanaan urusan pemerintahan
yang meryadi kewenangan daerah otonom.
liuputi adalah Bupati Lampung Utara.

4. NVakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara.
5. Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

o. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang mcmegang jabatan ketua dan
wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembnntu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam pcnyclenggaraan Urusan Pemerintahan yang
meryadi kewenangan daerah ,

u. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diungkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas ncgnra luinnya
dan diberikan pengltasilan berdasarkiui peraturan perundnng-undangan.

10. Non Aparatur Sipil Negara adalah Tenaga Kontrak yattg dinngkat dengan
Keputusan Bupati.

11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah pcrjalanun dinas mclewati batas kota
dan/ ntnu dalam kola dari tempnt kedudukun ketempat t\\juan,
melaksanakan tugas, dan kcmbali ko lempat kedudukan semula di dalam
daerah.

12. Biaya Rill adalah biaya yang dikclunrkan sesuai dengan hukti pettgelvtaran
yang sah.

.V



13. lumpsum adolull Jumlnh natuan uimg yang dlhltung tcrlcblh dnhulu dan
yang dlbnynrkun nokwllgus datum until wuktu ,

14. Pcrhltungan Rumpling ndnlnh parhltungun bluya pcrjalanun yang dihitung
bordusurkun tnrlf yang borhtku menurut Peraturan Bupatl Ini
(Perhilungun seteluh Porjulunun Dinas).

15. Sumt PeijuUman Dinas yang selanjutnya disingkat 8PD adalah dokumcn
yang dlterbltkun oleh Bupatl / Wnkil Bupatl/Sckrctarla Ducrah / Pcnggunu
Anggaran dalnni rnngkn peluksnnaan pcrjalanun dlnun bug! pclaksana
SPD sobclum dun sosuduh komball.

16. Pcluksunu SPD adulah Bupatl , Wukil Bupatl, Pimplnun /Anggotu DPRD,
ASN dun Non ASN.

17. Tempat kedudukan adalah tempat/ kotu dimana kantor/satuan kerja
bemdn.

18. Tempat tiyuun adalah tempat/ kotu yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Pejubut yang berwenung uduluh Pejubat yang berwenang menerbitkan dan

menundntunguni Surat Tugus dan SPD.
20. Pengumunduhun (detuscring) uduluh penemputan / penugasan pegawai

pudu tempat tertentu dulum jungku wuktu tertentu.
21. Uung Representaai uduluh tumbuhnn uang saku kepada Bupati, Wakil

Bupati, Pimpinun dun Anggotu DPRD, dun Pejabat Eselon II.
22. Biuyu sewu kendaman dulum koto tempat tujuan adalah biaya yang

diberikun untuk sewa kendaraun dulum kota tempat tujuan untuk
perjalanan dinas luar duernh bngi Bupati dan Wakil Bupati ,

23. Biaya trunsportusi uduluh biuyu operasional kendaraan yang digunakan
dulum perjalanan dinas darat di dalam kota/ luur kota, dengan ketentuan:
u. biaya yang dikoluurkun karena perjalanan dinas antara lain: sewa

jalan bebus humbutun (Tol), Biaya Sewa Tempat Parkir Kendaraan ,
Biuyu Tiket Masuk Kendaraan pada Tempat Tujuan Perjalanan Dinas,
dan Biaya Iain-lain yang dikeluarkan karena menggunakan kendaraan
dulum perjalanan dinas; dan

b. Buputi/ Wakil Bupati dan Pimpinun DPRD dapat diberikan tambahan
biaya operasional berupa Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) diluar
Biaya Pemclihuraun / Peruwatan kendaraan dinas Bupati / Wakil Bupati
dan Pimpinan DPRD apabila BBM yang diberikan oleh pcngelola
pemeliharaan/ perawatan kendaraan dinas Bupati /Wakil Bupati dan
Pimpinan DPRD tidak cukup untuk mclaksanakan 1 kali perjalanan
dinas dan dapat menunjukkan bukti dalam kewajaran dan kepatutan.

24. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses
penyelenggaraun belajar mengajar dalam rangka meningkatkan
kemampuan ASN.

25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD
yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang
bersangkutan.

26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang mclaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.



27. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah
dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA atau pejabat lain
yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bcrsumber dari Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II
PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Non ASN yang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai
Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu
harus mendapat Surat Tugas.

Pasal 3

Penerbitan Surat Tugas dan SPD diatur sebagai berikut:
a. Surat Tugas bagi Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati,

sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
b. Surat Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua

DPRD, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
c. Apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat Surat Tugas bagi Pimpinan

dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud huruf b, ditandatangani oleh
Wakil Ketua I DPRD dan apabila Wakil Ketua I juga tidak berada ditempat
maka Surat Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh
Wakil Ketua II DPRD, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris
DPRD;

d. Surat Tugas bagi Kepala OPD, Staf Ahli, Asisten dan Eselon III sebagai
Kepala OPD ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD ditandatangani
oleh Kepala OPD yang bersangkutan;

e. Surat Tugas dan SPD bagi pejabat Eselon III dan pejabat Eselon IV
ditandatangani oleh Kepala OPD;

f. Surat Tugas bagi pejabat fungsional dan pegawai non ASN ditandatangani
minimal oleh pejabat Eselon III sebagai atasannya, sedangkan SPD
ditandangani oleh Kepala OPD atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai
pendelegasian dari Pengguna Anggaran; dan

g. Apabila Bupati tidak berada ditempat Surat Tugas pejabat sebagaimana
dimaksud huruf d dan g ditandatangani oleh Wakil Bupati atau Sekretaris
Daerah atas nama Bupati.

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai
berikut:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas

yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
c. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan

pembebanan biaya Perjalanan Dinas; dan
d. penggunaan belanja daerah perjalanan dinas dengan memperhatikan

jumlah harinya dibatasi.



BAB I I I
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Panal 5

(1) Peijalanan dinas mcrupakan perjalanan dinus dari tcmpat kcdudukan kc
tcmpat yang ditiyu dan kcmbali kc lempat kcdudukan scmula.

(2) Perjalanan dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrmaauk pula
pcijalanan yang dilakukan dalom rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang mclckat. pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar dan scjcnisnya;
c. pcngumandahun (dctascring) di luar tcmput kcdudukan;
d. ditugaskan untuk mcncmpuh i^ian dinas/i^ian jabatan yang

diadakan di luar tcmpat kcdudukan;
c. diharuskan mcnghudap Pcmcriksa Pcnguji Kcschatan ASN atau

mcnghadap scorang doktcr pcnguji kcschutun yang ditunjuk yang
bcrada di luar tcmpat kcdudukan untuk mendupatkan surat
keterangan dokter tentang kcschatannya guna kepcntingan
perjalanan;

f. mendapatkan pengobatan di luar Tcmpat Kedudukan berdasarkan
Pemeriksa Pcnguji Kesehatan ASN;
memperoleh pengobatan di luar tcmpat kedudukan berdasarkan
surat keterangan dokter karena mendapat ccdera pada
waktu/ karena melakukan tugasnya;

h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

g-

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

(1) Biaya peijalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan
e. sewa kendaraan dalam kota.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. uang makan;
b. uang transportasi lokal; dan
c. uang saku.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas:
a. peijalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan

keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/ bandara / pelabuhan keberangkatan; dan

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:



H pelukHuuMMii MlM » flilmi'IKun blnya|ir*ni4ltiM|'iMM aeibeAtti' ( UI^M pultili
priwn) dwri I Mill I'IPIPI di l< i •i M iPin|iMi nuimii MMIIMWMIIMHIIM
IIHIMIH Umpirttu 111 ysiiH m<*ru|!Mli«u fouHton lldalt u>ijd &«hkii(i dmi
PeraU-iron lUipMll Inll dun

b, Maya ptnigiriHpan MMluiHMlimum dlmakHUd |HHIM huruf M dlbnymlum
wocam Umjmm,

(6) Uang repi’MHMniMMi atsbagMiinana cllmakmid pada nyal ( I ) Imrtifd dapnt
diberikan knputla Bupati , Waliil Bvipall , Pimpinan dan Aiiggidn PPKD, ci«n
Pejabat Kaelcm ( I Mama mtdakukan Perjalanan Dinas.

(7) SPWM kendaraan dalam kola aebaHaimnrta dimaksud pada ayai ( 1 ) huruf 1’
d«pMi diberikan kepada Bupall / Wakll Bupati dan Pimpinan DPKD tmUik
keperluan pelaksaiman lugan dltempat lujuau.

(8) Sewa kendaraan nebagalmana dimaksud PMIIH ayal (M ) sutlali lermasuk
blnya untuk pengemudi, buhan bakar min,yak dan pajak ,

(9) Pcrtangungjawaban blnya perjalanan Hebagalmana dimaksud pada ayal ( I )
bugi Bupatl /Wakll Bupull, AHN, Non AHN dllakukan sooum at coal ( blnya
riil) , aedangkan perjalanan clInaa bagl Pimpinan dan Anggota DPKD
dllakukan secara lupsuin uuluk nrlurub komponen blnya peijalanan dlnus
dan merupukun butas lertlnggl nebngnimnnn yang dlalur dalam pcraluran
ini dengun letup memperhallknn prlnslp oflsIertHl, ofektivltMH, krpnluhnn,
kewajnrnn dan akuntabllltas,

(10) Blanko komponen binyn perjalanan dlntm aebngnimunn dimuksud pada
ayat (1) dicuntumknn pnda Rlncian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan
format sebagaimana lercuntum dalam bampiran I yang merupakan bagian
tidak terpiaahkan dari Pcraluran Buputi ini.

(11) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan kepnda anggaran SKPD/ kegiatnn
yang mengeluarkan SPD bersungkutan.

Pasal 7

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti kegiatan yang biaya
akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panilia penyclcnggara,
diberikan uang harian untuk kedatangun dan kepulungan sertu uang
saku selama mengikuti kegiatan sesuai dengan satuan biaya harian.

(2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan rupat, seminar dan sejenisnya, maku
penginapan/ hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai
ASN/ Pegawai Non ASN dapat menginap pada hotel/ penginapan yang
sama, sesuai dengan kclas kamnr penginapan/ hotel yang tclah
ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai
ASN / Pegawai Non ASN.

(3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/ penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan, maka Pelaksanaan SPD menggunakan fasilitas
kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

Pasal 8

( 1 ) Tingkat biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut:
a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
b. Tingkat B untuk Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II;
c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV;
d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III; dan
e. Tingkat E untuk PNS Golongan II atau Golongan I.



(2) Biaya pcijalanan dinas bagi Pcgawni Pcmcrintah dcngan Pcijanjian Kcrja
scsuai dcngan golongan bcrdasarkan tingkat pcndidikan pada saat
pengangkatan.

(3) Biaya pcijalanan dinas bagi Pegawai Non ASN dipcrsamakan dcngan PNS
Golongan 11.

Bagian Kesatu
Biaya Pcijalanan Dinas Dalam Dacrah

Pasal 9

(1) Pcijalanan dinas dalam daerah, diberikan biaya pcrjalanan dinas berupa
uang harian apabila peijalanan dinas dilakukan minimal 8 (dclapan) jam
dari tempat kcdudukan.

(2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar
sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan
dinas dan dibayar secara lumpsum, dcngan standar sebagaimana

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
tercantum

(3) Peijalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kendaraanmenggunakantidakdiberikan jika peijalanan

dinas/ kendaraan operasional dimana biaya bahan bakar minyak telah
dianggarkan dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah diberikan biaya yang
terdiri dari:
a. uang harian;
b. biaya transportasi;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan
e. sewa kendaraan dalam kota.

(2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Satuan biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya transportasi darat bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dari tempat
kedudukan ke tempat tujuan di ibu kota provinsi/ kabupaten / kota tujuan
dalam satu provinsi yang sama ( one way) dalam rangka pelaksanaan
peijalanan dinas dalam negeri.

(4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diberikan sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan
bukti yang sah sesuai dengan fasilitas mobilitas darat transportasi
peijalanan dinas.



(5} Bcaya takss dart tempat kedudukan tnenv^ju Bandana/ Pclabuhan/
Terminal/Stasnm kedatangan menuju tempat dikota tujuan dan
scbaliknra dengan Standar tcrtinggi scbogaimana tercantum dalam
Lampcran IV. yang; merupakan baguirt Udak terpisahkan dan Peraturan
3upati mi

(6) Biaya transpertas: sebagaimana dimaksud ayat (5) yang
pcnganggaiannya menggunakan pesawat udara dapat digunakan mclalui
;ranspertas; darat sepanyang dapat melampirkan bukti pengeluaran nil
dan tidak melebihi ar.ggaran yang tersedia

(7) Beianja transportasi udara mchpuu tiket pcsawai tennasuk biaya bagusi
dengan ketentuan sebagar benkut:
a, Kelas bisms hanya digunakan ur.tuk bupati/wakil bupati dan

pimpinan DPRD; dan
b. Keias ekononu dapat digunakan untuk scluruh pelaksana SPD.
Daiam hai kota tujuan be1urn d-.atur dan pcmbiayaan tiket pesawat
pqalanan dmas dalam r.e-gen melebihi besaran standar tiket pesawat
dalam Lampiran VI. maka penanggungjawaban dapat dilakukan secara
rul cos:sesua:dengan bukti per.ge'.uaran yang sah.

(8) Tempat rujuan perjaianan dinas yang tercantum dalam DPA SKPD
merupakan dasar perencanaan dan penganggaran. Dadam keadaan
terten.ru. pelaksana SPD dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan
perjaianan dinas sesuai dengan tujuan berdasarkan SPT dan SPD dengan
tidak melebihi rincian beianja pada DPA berkenaan.

(9) Bcsaxnya uar.g penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan can Peraturan Bupati ini.

(10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
sebagaimana tercantum riatem Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan carl Peraturan Bupati ini.

(11) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
g, adalah sewa kendaraan peijalanan dinas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Uang Harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) huruf a dan huruf e, dibayar sesuai banyaknya hari yang
digunakan untuk melaksanakan perjaianan dinas dan dibayar secara
lumpsum.

(2) Besamya biaya transportasi dan sewa kendaraan dalam kota dalam
rangka perjaianan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf b dan huruf g dibayarkan sesuai dengan biaya nil yang
dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c
dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan
perjaianan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat
penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai
dengan kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Biaya Pcrjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimplnan, dan Diklat Teknia

Pasal 12

(1 ) Pcrjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
kcpcmimpinan, dan Diklat Teknis yang dilaksanakan diluar daerah,
dibcrikan biaya pcrjalanan dinas yang terdiri dari:
a. uang harian;
b. biaya transportasi; dan
c. biaya penginapan.

(2) Biaya penginapan dan biaya transportasi dapat dibayarkan sesuai bukti
riil apabila tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara pendidikan dan
pelatihan.

(3) Dalam hal pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan menanggung
biaya akomodasi dan konsumsi, maka terhadap pelaksanaan SPD
dibcrikan transportasi dan penginapan untuk kedatangan dan
kcpulangan serta uang harian sesuai dengan satuan biaya uang harian
sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Pindah

Pasal 13

(1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf k dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang
sah.

(2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. istri/suami yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku; dan
b. anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut hukum yang

berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu
berangkat, belum pernah menikah, dan tidak punya penghasilan
sendiri.

(3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi ASN
paling rendah Golongan IV atau pejabat Eselon III diperkenankan pula
untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.

(4) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
biaya sesuai tingkat golongan untuk ASN Golongan 1.

Pasal 14

(1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. biaya transportasi pegawai;
b. biaya transportasi keluarga;
c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
d. uang harian.

(2) Biaya peijalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.



(3) Vang harian pcrjukvrum dinas pindah scbaguimunu dimakaud pftdu ayar
(1) hurufd diberikan untuk masing-masing anggota kclunrga yang aah
sekma 3 (tiga) hari sctelah tiba di tempat ti\juan pindah/mcnotap yang
barn.

Pasal 15

Rerialanan dinas pindah dilakukan dalam rangka pindah tugns atas
permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pusal 16

(1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan burang scbagaimann
dimaksud dalam Faisal 14 ayut (1) huruf c didasarkan:
a. satuan biaya yang berlaku; atau
b. volume barang.

(2) Jarak antara tempat kedudukan dcngan tempat tujunn sebngaimana
dimaksud pada ayut (1) ditetapkun menurut daftar jarak resml atau
menurut keterangan resmi dari Instansi yang berwenang.

(3) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termusuk bongkar muat
dan penggudangan.

(4) Biaya pengepakan dan angkutan barang dcngan menggunakan
kendaraan angkutan darat diberikan 50% (lima puluh persen) dari
satuan biaya sesuai peraturun perundang-undungun yang berlaku.

(5) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebngaimana dimuksud pada
ayat (4) diberikan dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam jarak:
a. Kurang dari 100 (seratus) Km di Pulau Sumatera; atau
b. Kurang dari 50 (lima puluh) Km di Luar Pulau Sumatera.

(6) Satuan volume pengepakan dan angkutan barang yang digunakan
sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keenam Perjalanan Dinas Bagi Narasumber Tenaga Teknis/
Tenaga Ahli/Fasilitator Dari Instansi Pemerintah Lainnya atas
Permintaan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

Besaran biaya Peijalanan Dinas Bagi Narasumbcr/Tenaga Teknis/Tenaga
Ahli/Fasilitator Dari Instansi Pemerintah Lainnya atas Permintaan Pemerintah
Kabupaten dipersamakan dengan besaran perjalanan dinas yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan jabatan/ pangkat/ golongan
yang bersangkutan.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

(1) Pembavaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu
anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang
bersangkutan.

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme
UP/GU /TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).



(31 Pembayaran biaya perjalanan dinas melului mekanisme l)P/Qll/Tll
dilakukan dengan membenkan uang muka kcpada Kepala Duerah / Wuki)
Kepala Daerah, ASN, Pegmvai Non ASN yang mclaksanakan pcrjaJanan
dinas oleh Bcndahara Pengduaran dari UP/QU/TU yang dikelolanya.

(4) Besarnya uang muka yang diberikun, berdasarkan persetiyuan PA / KPA,
dengan besanm maksimal 60% (enam puluh persen).

Pasal 19

FYmbayarun biaya petjalanan dinas kcpada Kepala Dacrah /Waki) Kepala
Dacrah, ASN. Pegawai Non ASN dilakukan dengan mekaniame Pembayaran
langsung (IS). apabila:
a. biaya perjalanan dinas tdah dapat dipastikan jumlahnya sebelum

petjalanan dinas dilakukan; atau
b. petjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas

dibayurkan.
BAB VI

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 20

(1) Petjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan SPD yang
diterbitkan olch Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan
Bupati ini.

p) Format surat tugas dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll
dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkatt dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Pejabat yang benvenang hanya dapat menerbitkan Surat Tugas dan SPD
untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang
tersedia pada SKPD.

(4) Pejabat yang benvenang dalam menandatangani Sural Tugas dan SPD
sekaligus menctapkan alat transportasi yang digunakan untuk
mclaksanakan petjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan
kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

(5) Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan DPRD. Pejabat Eselon 11 dan Kepala SKPD.

(o) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , pejabat Eselon 111
yang mclaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama dengan Eselon
IV dan/atau staf minimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) SKPD dapat
menggunakan sopir.

Pasal 21

(1) SPD merupakan snlah satu bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
(3) Perubahan SPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari

pejabat yang benvenang.
(4) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat tcrperinci dalam

kuitansi yang merupakan lampiran SPD.



(5) PembayMVap biaya l|ll \ WW vlH'HlWl IIHtlH NilHimi ' ill i|i
roevdpakaa IHNIUIWU *b'D VI»HKHI\ tlllmlmlM IVMIHH IMIIMHII MMMMMIIMI- H
peugeluatuu aiW harsttftgkdlmi wilti imtfkt Imigmi ym »H MWIHIHIIWII
perjalanan dinas

(b) Pada 9PD dieutab
a. tunggal berangkat dan bmmnl kodudukim dim illlHIU-lHlHii^MMl nk< h

pejabat yang hnvweuanu/ puianal U\iu vimg dillli\|ulh
b. tanggal tlba dwu hetuugkm dml |P|U|Hil miUMII llilM|ll|HlHll|4Hll! llll - llpihak/ pejabal tempal Iniuan; dan
c. tanggal tiba kemhali dl tempal kedudulum dim diHmilniimgiml NIMIIMI

yang berwenang/ pejubal lain ditm\|uk -
(7) Selambai-lambulnya h (lima) hail Mnteiah pm.inlmimi illmm ITLLFIUNMIIHUMIII

STPD yang telah dihnhuhi entalan languid lilin Immlmll dim Hindu Imigmi
pcinbat yang botwennng/ pejnhnl lain y »mg dllimitlli dan lti|iurim
perjalanan dinas dlkotahni nleh pe.jahHl vanu mamliail lllgii* dan
diserahkan kepada bendnhura pongolumim

(8) Pada saat penyerahan HPD dan Inpocan piMjalamm dinMM Maliaualmiilia
dimaksud pada ayat (r») , diadakan perhllungim kemhali niialilla IIMIIM|ml
kekurangan/ keleblhan biaya perjalanan dinas dm I yang hdnli diliavmlmii
semulu.

(9) Uang nnika sebagaimana dimaksud dalam Pastil -III aval pi ) |iadn
perjalanan dinas berikutnya dapal dlbaclkan apabila pi'rianggiingjawalinii
perjalanan dinas sebelumuya scbagalmana dlmaknud patla aval ( Y ) lalali
disampaikan.

(10) Format laporan Perjalanan Dinas aebagaintana dlinaksnd pada aval ( V )
sebagaimana pada Lampiran XI yang merupakan bagian ltdak lorpisahkaii
dari Peraturan Bupati ini.

(11) Pertnnggungjawaban mengenai biaya perjalanan tllnas yang lalali
dibayarkan dibatasi hingga patla pendmktian bahwa peijalanan dinas
dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tnjuan dan waklu yang
telah ditetapkan.

(12) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas hagi Plinpinan dan Anggala
DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
a. Surat Tugas yang sah;
b. SPD yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggnran / Kuasn

Pengguna Anggaran dan pejnbat ditempat pclaksanan perjalanan dinas
atau pihak terkait yang menjodi tempat ti \ juan perjalanan dinas;

c. Kuitansi tanda terima pembnyaran diperjadin lumpsum, Besaran
Lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas;

d. Pakta integritas. Hal ini merupakan peryatann tenlong kominten untuk
melakukan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas scsuni Surat
Tugas, dan

e. Laporan perjalanan dinas yang ditanda tangani pelaksunn perjalmum
dinas dengan melampirkan dokumcntasi foto kegintun.

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang bertunggung jawab ntus ketcrtibim pcluksnnnun
Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD musing-musing.

(2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanann perjalanan dinas
kecuali hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan pealing serin
mengadakan penghematan dan mengurangi frekuensi, jumlah ovnng dnn
lamanya perjalanan.



(3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinnn dan Anggoto DPR, ASN dan Non ASN yang
mclakukan pcrjalanan dinas bcrtanggung jawab scpcnuhnya atus
kcrugian yang didcriia olch ncgara scbagai akibat dari kcsolahun yang
bcTJMingkutan dalam hubungannya dcngan pcrjalanan dinaa.

(4 ) Tcrhadap kcsoJahnn, kclalaian atau kcalpaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dikcnakan tindakan bcrupa:
a. tuntutan ganti rugi scsuai dcngan kctcntuan pcrundang-undangan

yang bcrlaku; dan /atau
b, hukuman administrate dan tindakan-tindakan lainnya mcnurut

kctcntuan yang bcrlaku.

Pasal 23

(1) Bukti pcngcluaran yang sah untuk biaya transport perjalanan dinas
tcrdiri dari:
a. tikct transportasi dari tcmpat kedudukan ke terminal

bus/stasiun/bandara/ pclabuhan pcrgi pulang;
b. tikct transportasi dari terminal bus/stasiun / bandara/ pelabuhan

ketempat tujuan pcrgi pulang;
c. tikct pesawat dilampiri boarding pass, tiket kereta api, tiket kapal laut,

dan tikct bus atau bukti pembelian tiket lainnya;
d. tikct pembayaran toll perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang; dan
c. bukti pembayaran/ bill pembayaran BBM dikhususkan untuk

pcrjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD yang tidak
dapat dibayarkan oleh pengclola pemeliharaan kendaraan dinas
Bupati /Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.

(2) Pcrkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam
rincian biaya pcijalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang rncrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal bukti pcngcluaran transportasi dan /atau penginapan/ hotel
tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan
dapat menggunakan Daftar Pengcluaran Riil sesuai huruf B angka 9 Surat
JSdaran Mcntcri Daktm Ncgcri Nomor 900.1 , 15.2/15920/Keuda tanggal 19
Oktobcr 2023 tentang Pclaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan
Dirms Pcmcrintah Daerah.

(4) PA/ KPA mcnilai kesesuaian, kewajarun dan kepatutan atas biaya-biaya
yang tercantum dalam daftar pcngcluaran riil sebagaimana dimaksud
pada ayat ('i f ,

Puwid 24

( 1 ) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggolu DPRD, ASN, Pegawai Non
ASN yang teluh mcluknkan pcrjalanan dinas monyampaikan seluruh bukti
pcngcluaran aslf sebagaimana dimaktuid dalam Pasal 23 kepada PA/ KPA.

(2) Bcndabara pcngcluaran mclakukan pciiiilungan rampung scluruh bukti
pengcluaran biaya perjalanan dinaa Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggolu DPRD, ABN, IVgawai Non AHN yang bersangkutan dan
disampaikan kepada PA / KPA untuk mondapul pcrnctitjuan.

(3) Apubila lerdapat lupuran perlaiiggniigjawabuii udmlniatrasi yang tidak
lengkap Bupati, Wakil Bupali, Pimpinan , Anggolu DPRD. ASN dan Pegawai
Non ASN yang lulah rnelakulian parjulanun tllnus mclengkapi laporan
prriaiiggiaigjav/al /an perjalanan dinaa kepada bciulahura pengcluaran
sesuai dengan kelenluan bampiraii X .



tewlapat kckunangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA,
Ithmdfthftra Rengeluahan membayar kekurangan tersebut kepada Bupati,
Wrtkil ftupati* Pimpinan dah Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN yang
lelah melakvtkan perjalanan dinas.
Dalam hal biava perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme
Pembayatah Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dlhlur dalam Pasal 19.

BAB VII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 25

1 U Kepala SKPD PA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap
pelaksanaan Perjalanan Dinas.

pi Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

111 Perjalanan dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersii'at konsultatif
dan koordinatif dilakukan dengan mendapatkan persetujuan Bupati,
Wakil Bupati/Sekretaris Daerah / Pejabat yang benvenang.

p) B;igi Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi
dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya yang dilakukan Iebih
dari 2 orang harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati.

(3) Bagi ASN Pegawai Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas keluar
daerah dalam rangka mendampingi kegiatan kunjungan keija Anggota
DPRD setiap kelompok didampingi paling banyak 3 (tiga) orang
pendamping dari sekretariat DPRD.

HI Bagi ASN Pegawai Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas keluar
daerah dalam rangka mendampingi kegiatan Bupati/Wakil Bupati paling
banyak 6 (enam) orang pendamping dari bagian humas dan protokol di
luar aiudan, supir dan pegawai.

(5) Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas diperkenankan maksimal
sebanyak 2 (dua) orang ajudan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan 1
(satu) orang untuk istri suami Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang
mendapatkan fasilitas penginapan ditempat Kepala Daerah /Wakil Kepala
Daerah menginap.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Terhadap perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini maka dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pnsnl 28

Pada sunt Pcraturan Bupnti ini mulnl berlaku, maka Pcraturan Bupati Nomor
20 Tahun 2023 (Bcrita Ducrnh Knbupatcn Lampung Utaru Tahun 2022 Nomor
20) tentimg Pedorrmn Pelnksunaan Porjalunun Dinas di Lingkungan Pemcrintah
Knbupatcn Lampung Utnra dicnbut dan dinyatakan tiduk bcrluku.

Pasal 29

Pcraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkun.
Agar setinp orong mengctuhuinya, mcmerintahkan pcngundangan Pcraturan
Bupati ini dengan pcncmpatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Lampung
Utarn.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal Vt 3AMIAM 2024

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal LL JAMiAlM

SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

2024

X)K

%UTARA TAHUN 2024 NOMORBERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG



LAMPIRAN l
PERATURAN BUPATI LAMPUNQ UTARA
NOMOR % TAHUN 2024
TENTANQ
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS

BLANKO KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lumpiran SPD Nomor :
Tanggttl ;

No. PERINCIAN BIAYA KETERANOANJUMLAH
j

1.
2 .

3.

4 . 1

JUMLAH:

Tcrbilang:

tnnggal, bulan, tahun

Telah menerimn jumlah uang sehesarTelah dibayar sejumlah
Rp,Rp.

Yang Menorima,Bendahara ,
. 1((

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar sejumlah : Rp
Sisa /kurang/ lebih

Pengguna Anggaran / Kuasa Pcnggunu Angguran

: Rp

: Rp ,

( •

NIP.
IIUt’ATI LAMPUNU UTARA,

W
mu



LAMPIRAN II
PERATTIRAN RllPATI LAMMING UTARA
NOMOR 8 TAIUIN JO'JW
TKNTANG
PROOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

TAHKK mCSAUAN ITANCI HARIAN
PMRJAI+ANAN DINAS DALAM NEGERl

DALAM KOTA
LEHIH DARI 8

(DELAPAN)
JAM

No I'ROVINSI SAT UJAR KOTA D1KLAT

0 ) (’•) (5) (6)(J) («')
T~ AOICII

: UIMA I'K. KA 111'AKA
KMMT
KKI'III AUAN RIAll

Rp 36Q.QQQ Rpl 10.000Kp HO,000Oil
Kp 150,0002, Kp >170.000 Rpl 10.000on

>1 , Kp >170.000 Rpl 10.000Kp 150.000on
Rpl 10.000Kp 070.000•I Kp 150.000O i l
Rpl 10.000Kp 370.0005. > I AM III Kp 150,000Oil

Rpl10.000SUMATERA OARAT Rp 380,000on Rp 150.000l ) ,

Rpl 10.0007. SKMATKKA S1SLATAN Kp 380.000O i l Rp 150.000

Rpl 10.0008. LAMl'UNO Rp 380,000on Rp 150.000

Rpl 10.000niiNGKULU< ). Rp 380.000on Rp 150.000

Rpl 20.000I1ANOKA BELITUNG10. Rp 160.000Rp *110.000ON
Rpl 10.000NANTEN11. Rp 150.000OH Rp 370.000
Rpl 30.00012 . .JAWA I 1ARAT Rp 170.000Rp 830,000OH

Rpl60.00013. D. K.l. .IAKAKTA Rp 210.000Rp 530.000OH
Rpl 10.00014. JAWA TENQAH Rp 150.000Rp 370.000OH
Rpl30.00015. 0.1. YOGYAKAKTA Rp 170.000Rp 420.000OH

16. JAWA TIMUR Rp 160.000 Rpl20.000Rp 410.000OH
17. BALI Rp 190.000 Rpl40.000Rp 480.000OH

NUSA TENGGARA
18. Rp 440.000 Rp 180.000 Rpl30.000OH

BARAT

NUSA TENGGARA
TIMUR

19. OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rpl30.000

20. KALIIMANTAN BARAT Rp 380.000 Rp 150.000 Rpl10.000OH

21. KALIMANTAN TENGAI I Rp 360.000OH Rp 140.000 Rpl10.000

KALIMANTAN
SELATAN

22. Rp 380.000 Rpl10.000OH Rp 150.000

23. KALIMANTAN TIMUR Rp 430.000 Rp 170.000 Rpl30.000OH
24. KALIMANTAN UTARA Rpl30.000Rp 430.000 Rp 170.000OH
25. SULAWESI UTARA Rpl10.000OH Rp 370.000 Rp 150.000
26. GORONTALO Rpl10.000Rp 150.000OH Rp 370.000

Rpl20.00027. SULAWESI BARAT Rp 160.000Rp 410.000OH



GALAS!KOTA

UEBIHGARIS

fDELAPAJf)
No D1KLATPROVINSI SAT LDARKOTA

JAM

Rp 170.00028. Rp130.000Rp 430.000SULAWESI SELATAN OH

29. Rp 150.000 Rp110.000SULAWESI TENGAH Rp 370.000OH

30. Rpl 10.000SULAWESI TENGGARA Rp 150.000Rp 3SO.OOOOH

31. Rpl10.000MALUKU Rp 150.000OH Rp 3S0.000

32. Rpl30.000MALUKU UTARA Rp 170.000Rp 430.000OH
33. Rpl70.000PAPUA Rp 230.000Rp 5SO.OOOOH
34. Rp 4SO.OOO Rp 190.000 RpHO.OOO j

Rp 4S0.000 ! Rp 190.000 j Rpl40.000 j
PAPUA BARAT OH

35 PAPUA BARAT DAYA OH
Rp170.000 |36. Rp 5SO.OOO j Rp 230.000PAPUA TENGAH OH

Rp 5SO.000 ] Rp 230.000 ; RplTO.OOO !37. PAPUA SELATAN OH
RplTO.OOOOH I Rp 230.00038 PAPUA PEGUNUNGAN Rp 5SO.OOO i

BUPATI LAMPUNG UTARA,

OMOB



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR l TAHUN 2024
TENTANQ
PEDOMAN PELAltSANAAN PERJALANAN DINAS

TABEL BESARAN BIAYA PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TARIF HOTEL

PEJABAT
ESELON IV

3UPATI/ WAKII ANGGOTA

BUPATI, DPRD/
PIMPINAN PEJABAT

PEJABAT
ESELON III /
GOLONGAN

No PROVINSI SAT GOLONOAN
/

I I / I
GOLONGAN

ESELON IIDPRD IV
III

7 751 4 62 3
Rp 770.000Rp 3.526.000 Rp 1.533.000 Rp 770.000ACEH Rp 4.420.0001. OH

SUMATERA
UTARA

Rp 699.000Rp 2.195.000 Rp 1.100.000 Rp 699.0002. Rp 4.960.000OH

Rp 852.000RIAU Rp 852.000Rp 3.119.000Rp 3.820.000 Rp 1.650.0003. OH

KEPULAUAN
RIAU

Rp 792.000Rp 792.000Rp2.318.0004. Rp 5.344.000 Rp 1.297.000OH

Rp 580.000 Rp 580.000JAMB15. Rp 5.000.000 Rp4.102.000 Rp 1.225.000OH

SUMATERA
Rp 701.000Rp 3.332.000 Rp 1.353.000 Rp 701.0006. Rp 5.236.000OH

BARAT

SEMATERA
SELATAN

7. Rp 861.000Rp 861.000Rp 5.850.000 Rp 3.083.000 Rp 1.955.000OH

LAMPUNG8 . Rp 580.000 Rp 580.000Rp2.488.000Rp 4.491.000 Rp 1.425.000OH

BENGKULU9. Rp 692.000 Rp 692.000Rp 2.140.000 Rp 1.628.000 Rp 1.546.000OH

BANGKA
10 . Rp 649.000 Rp 649.000Rp 2.838.000 Rp 1.957.000OH Rp 3.827.000

BELITUNG

BANTEN Rp 724.000 Rp 724 00011. Rp 5.725.000 Rp 2.373.000 Rp 1.204.000OH

12 . JAWA BARAT Rp 686.000 Rp 686.000OH Rp 5.381.000 Rp 2.755.000 Rp 1.201.000

D.K.I. JAKARTA13. Rp 8.720.000 Rp 730.000 Rp 730.000Rp 2.063.000 Rp 992.000OH

JAWA TENGAH14. Rp 5.303.000 Rpl .S50.000 Rp 1.201.000 Rp 750.000 Rp 750.000OH

D.I .
15 . Rp 2.695.000 Rp 1.384.000 Rp 845.000 Rp 845.000OH Rp 5.017.000YOGYAKARTA

JAWA TIMUR16. OH Rp 2.007.000 Rp 1.153.000 Rp 814.000 Rp 814.000Rp 4.449.000

BALI17. OH Rp 2.433.000 Rp 1.685.000 Rp 1.138.000 Rp 1.138.00CRp 6.848.000

NUSA

TENGGARA18. Rp 2.648.000 Rp 1.418.000OH Rp 4.375.000 Rp 907.000 Rp 907.000
BARAT
NUSA

TENGGARA
TIMUR

19 . OH Rp 2.133.000 Rp 1.355.000Rp 3.750.000 Rp 688.000 Rp 688.000

KALIMANTAN
BARAT

20. OH Rp 538.000 Rp 538.000Rp 2.654.000 Rp 1.923.000 Rp 1.125.000

KALIMANTAN
Rp 659.000 Rp 659.000Rp 3.391.000 Rp 1.160.000OH Rp 4.901.00021.

TENGAH
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rM.I.AWICSI “
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Rp /4" OfHI Rp 74 '. OnfflRp i •»ai ooo;s OH Rp 4 8JO 000 Kp I 0 18 000

SV t \ \M ' 1
Rp 951 1)00 Rp <-.; ’/7,;o Rp I 1)70 oooOH Kp J .100 OOO Rp J 027 OOO: • \. vu '

4SU-MV1 SI
Rp 780.000 Rp 7HA (XHJ|.'0 OH Kp.1,088.800 Kp 2,574.000 Kp 1.207 000Tl At v'. \K \

Rp 667 OOO j Rp 667 or/.1MALUKU31 OH Rp 3 467,000 Rp 3.240.000 Rp 1.050.000

32 MALUKU UTAKA OH Rp 4.611.600 Rp 3.843.000 Rp 1.160.000 Kp 605 OOO Rp 605 V. '
Kp 1 0 ; J. ooo kp . ; 1.4 i

i
33 PAPUA OH Rp 3 859 OOO Kp 3,318 OOO Rp 2.521.000

Rp 067.OOO j Rp 967 000PAISJA KARAT34 0)1 Rp 3.872.000 Rp 3.34 1.000 Rp 2.056.000

PAPUA KARAT
Rp 067 OOoj Rp 067 QOCj35 OH Kp 3.872.000 Rp 3.341.000 Rp 2.056.000

DATA

PAPUA
3o. Oil Kp1.038 OOO! Rp 1.038 IXXjRp 3.850.000 Rp 3.318.000 Rp 2.521.000TENGA1I

PAPUA
37. Oil Rp 5.673.000 Rp 4.877.000 Rp 3.706.000 Rp 1 526 OOCRp1.52b OOOSELATAN

PAPUA
PEGUNUNGAN

38 Oil Rp 1 536 OOCRp 5.711000 Rp 4.911.000 Rp 3.731.000 Rpl 536.000

BUPATI LAMPUNG UTARA,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 'b TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

TABEL SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SATUAN BESARANNo PROVINSI

(3) (4)( 1 ) (2)
Rp 127.000Orang/Kali1. ACEH
Rp 308.000Orang/Kali2. SUMATERA UTARA
Rp 101.000Orang/ Kali3. RIAU
Rp 165.000Orang/KaliKEPULAUAN RIAU4.
Rp 147.000Orang/ Kali

Orang/Kali

5. JAMBI
Rp 190.000SUMATERA BARAT6.
Rp 179.000Orang/ Kali

Orang/Kali

SEMATERA SELATAN7.
Rp 168.000LAMPUNG8.
Rp 109.000
Rp 97.000
Rp 536.000

Orang/KaliBENGKULU9.
Orang/ KaliBANGKA BELITUNG10 .

Orang/KaliBANTEN11.
Rp 200.000Orang/KaliJAWA BARAT12.
Rp 256.000Orang/KaliD.K.I. JAKARTA13.
Rp 108.000Orang/KaliJAWA TENGAH14.
Rp 267.000Orang/Kali15. D.I. YOGYAKARTA
Rp 233.000Orang/Kali16. JAWA TIMUR
Rp 227.000Orang/Kali17. BALI

Rp 231.000Orang/ KaliNUSA TENGGARA BARAT18.
Rp 116.000Orang/KaliNUSA TENGGARA TIMUR19.
Rp 171.000Orang/KaliKALIMANTAN BARAT20.
Rp 134.000Orang/ KaliKALIMANTAN TENGAH21.

Rp 180.000Orang/KaliKALIMANTAN SELATAN22.
Rp 533.000Orang/ KaliKALIMANTAN TIMUR23.

Rp 218.000Orang/ KaliKALIMANTAN UTARA24.

Rp 138.000Orang/Kali25. SULAWESI UTARA

Rp 265.000Orang/ Kali26. GORONTALO

Rp 313.000Orang/KaliSULAWESI BARAT27.
Rp 187.000Orang/Kali28. SULAWESI SELATAN
Rp 165.000Orang/ Kali29. SULAWESI TENGAH

Rp 171.000Orang/Kali30. SULAWESI TENGGARA
Rp 288.000Orang/ Kali31. MALUKU
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR & TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

TABEL BESARAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

DALAM KOTA
URAIANNo. SATUAN LUAR KOTA

LEBIH DARI 8 JAM

(5)(1) (2) (3) (4)

Bupati/Wakil Bupati,
Pirapinan DPRD

Rp 125.000Rp 250.000OH1 .

Rp 100.000Rp 200.000OHPejabat Eselon I2.
Rp 75.000Rp 150.000OHPejabat Eselon II3.

BUPATI LAMPUNG UTARA,



LAMPIRAN V»
I’KKATIJHflN UUFATI LAMPC1MQ UTABA
IfOMOR t TAHUff 2024
TBNTANO
PBDOMAW PBLABHAWAAW PEKJALAWAW DIWA«

TABEL BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAH DALAM NFMKM
PERCH PULANO (PP)

KOTA KATl/AW MAYA TIJ05T

TINOKAT
JJfNMIM

TJWOKAT
KKQHOMl

No ANAL TUJUAN

PO( 1 ) «) W)(•'»)

HAMKI'APANBANDAR LAMPUNGI lip 8.J 29,000 tip 4,129,000
BANDAR LAMPUNO ItANDA ACICII Rp 8.225.000 Up 4,760,000
BANDAR LAMPUNG I3AN.JARMAHIN Up 6,193.000 Rp 3,4 ) 2,000

BANDAR LAMPUNO MATAM•I Rp 3,810.000Rp 0,840.000

BANDAR LAMPUNG IIIAKr> Rp 7.487,000Rpl4.110.000

BANDAR LAMPUNG DKNPAHAN Kp 3,647,0000 Rp 0.236.000
BANDAR I.AMPUNO JAYAPURA7 Rp 8.097.000Rp) 4.568.000
BANDAR I.AMPUNO YO< 1YAI<AI<TA8 Rp 2.760.000Rp 5.155.000
BANDAR I.AMPUNO KISNDARI9 Rp 4,482.000Rp 8.354,000
BANDAR I.AMPUNO MAKASSAR10 Rp 4.161.000Rp 8.161.000

BANDAR I.AMPUNO MAI.ANO11 Rp 3.134.000Rp 5.594.000
BANDAR I.AMPUNO12 MANADO Rp 5.305.000Rp) 1.199.000
BANDAR I.AMPUNO13 MATARAM Rp 3.626.000Rp 6.246.000
BANDAR LAMPUNG14 MEDAN Rp 4.150.000Rp 7.979.000
BANDARI.AMPUNO15 PADANO Rp 3.380.000Rp 6.439.000

16 BANDAR LAMPUNO PAI.ANGKARAYA Rp 3.401.000Rp 5.947.000
BANDAR LAMPUNO17 PALEMBANO Rp 2.760.000Rp 4.931.000
BANDAR LAMPUNO18 JAKARTA Rp 1.583.000Rp 2.407.000

BANDAR LAMPUNO19 PEKANBARU Rp 6.482.000 Rp 3.433.000

BANDAR LAMPUNG20 PONTIANAK Rp 3.220.000Rp 5.380.000

BANDAR LAMPUNG21 SEMARANG Rp 2.685.000Rp 4.931.000

22 BANDAR LAMPUNG SOLO Rp 4.931.000 Rp 2.824.000

23 BANDAR LAMPUNG SURABAYA Rp 6.386.000 Rp 3.123.000

24 BANDAR LAMPUNG TIMIKA Rpl3.905.000 Rp 7.455.000

BUPATI LAMPUNG UTARA,



MMPIRAN VU
PRKATURAN BUPATJ LAMPUNG UTARA
NOMOR 0 TAHUN 2024
TKNTANO
PKDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

TABEL BATUAN BIAVA 8EWA KENDARAAN
PELAK8ANAAN KEGIATAN IN8IDENTIL

RODA 6/DUS
DE8AR

RODA 6/ IIUH
8KDANO

No SATUAN RODA 4PROVfNfll

00I -1
Rp 4.638.000Rp3.282.000Rp 630.000I’fi turnA(T.H
Rp 3.203.000Rp2.592.000Rp 987.000SUMATKRA ('TARA F'rr him
Rp 3.908.000Rp2.606.000Rp 978.000R1AU F’ri hurt!
Rp 3.910.000Rp2.373.000Rp 901.000KKF’ULAUAN RIAU I'cr hurl4 .
Rp 5.752.000Rp4.468.000Rp1.005.000IAMBI Per hnri5
Rp 3.500.000Rp2.124 .000Rp 890.000SUMATERA UARAT Per hnri6

Rp 4.097.000Rp2.200.000Rpl . 507.000SEMATKRA 3El.ATAN F’er huri7
Rp 5.052.000Rp3.594.000Rp 846.000I.AMPUNG Per huri8
Rp 5.159.000Rp3.810.000Rp 788.000LFENOKULU F’er huri9

Rp 4.273.000Rp2.781 .000Rpl .258.000BANGKA BEUTUNC. Per hari10
Rp 4.120.000Rp2.512.000Rp 972.000BANTEN Per hari11
Rp 3.519.000Rp2.563.000Rp 932.000IAV/A BARAT Per hari
Rp 3.439.000Rp2.221.000Rpl .139.000D.K.I. JAKARTA13 Per hari
Rp 4.237.000Rp2.662.000Rpl .016.000JAV/A TENGAFI14 Per hari
Rp 3.565.000Rp2.207.000Rp 905.00015. D.I. YOGYAKARTA Per hari
Rp 3.222.000Rp2.446.000Rp 966.00016 JAV/A TIMUR Per hari
Rp 3.536.000Rp2.658.000Rp 925.00017 BALI Per hari

NUSATENGGARA
BARAT

18 .
Rp 3.369.000Rp2.532.000Rpl .103.000Per hari

NUSA TENGGARA
TIMUR

19. Rp 3.468.000Rp2.548.000Rp 857.000Per hari
Rp 3.644.000Rp2.611.000Rp 868.000Per hari20. KALIIMANTAN BARAT
Rp 5.694.000Rp3.716.000Rpl .177.000Per hari21 KALIMANTAN TENGAH
Rp 3.550.000Rp2.630.000Rp 778.000Per hari22 KALIMANTAN SELATAN
Rp 4.829.000Rp2.750.000Rpl .100.00023, KALIMANTAN TIMUR Per hari
Rp 4.829.000Rpl .100.000 Rp2.713.00024 KALIMANTAN UTARA Per hari
Rp 3.722.000Rp2.205.000Rp 956.00025, SULAWESI UTARA Per hari
Rp 3.230.000Rp2.504.000Rp 792.000GORONTALO26, Per hari
Rp 3.282.000Rp2.464.000Rp 850.000SULAWESI BARAT27 Per hari

Rp2.708.000 Rp 3.434.000SULAWESI SELATAN Rp 796.00028 Per hari
Rp2.423.000 Rp 4.212.000SULAWESI TENGAH29 Rp 824.000Per hari
Rp2.609.000 Rp 5.150.000SULAWESI TENGGARA30 Per hari Rp 839.000
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LAMPTRAS Vm
PERA7TTRA5 BUPATI UOIFCXG UTARA
TvOMOR § TAHUS 2024
TENTANG
PEDOMAX FELAESAXAAX PERJALAXAX DIXAS

FORMAT SPRAT TPGAS

BUPATI LAMPUNG UTARA
SURAT TOGAS

Ncmoi:

Dasar

MEMERINTAHKAN
3. Nama : ....

Pangkat /Gol : ....
Kepada :

NIP
Jabaian

2. Nama
Pangkat , Gol

Kepada :

NIP
Jabaian

1Untuk
>

3.

Noma Tempat. Tanggal

BUPATI LAMPUNG UTARA KKTUA DPRD , KRPALA PD*)

NAMA.

BUPATI LAMPUNG UTARA,



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR % TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS ISPD1

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PERANGKAT DAERAH

Alamat Jelas, Kode Pos :
Telp. (0724) ,

Laman :
...Fax. (0724) ,

Pos-el :

Pejabat Yang Berwenang Yang Memberi Perintah1 .
Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas

2.

a. Pangkat dan Golongan
b. Jabatan / Instansi
Tingkat Biaya Perjalanan Dinas

3. a.
b.
c.

Maksud Perjalanan Dinas4.
Alat Angkutan Yang Dipergunakan5.
a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

6. a.
b.

a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus Kembali/ tiba di tempat baru *)

7. a.
b.
c.

JabatanPangkat/Gol8. Pengikut: Nama
1 .

2.
3.
4.

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Kode Rekening

a.
b.

10.|Keterangan
Dikeluarkan di :
Tanggal :
Pejabat yang Berwenang

NIP



Betwigkat dari :
(Tempat Kcdudukan)

Pada Tanggal
Kcpala

I,

Kc :

•)
NIPnr Tibftdr

lJadu Tanggal
Kcpala

Berangkat dari :
Kc
Pada Tanggal
Kcpala

(• ()
NIP NIP

111 , Tibudi
Pada Tanggal
Kcpala

Bcrangkat dari :
Kc
Pada Tanggal
Kepala

(
NIP NIP
Tibadi
Pada Tanggal
Kcpala

iv; Berangkat dari :
Ke
Pada Tanggal
Kepala

(•
NIP NIP

“ Berangkat dari :Tiba di
Pada Tanggal
Kcpala

Ke
Pada Tanggal
Kepala

NIPNIP
vf Tiba di

Pada Tanggal
Kcpala

Telah diperiksa dengan
keterangan bahwa peijalanan
tersebut semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-
singkatnya.

Pejabat yang Berwenang,NIP

Nama lengkap
NIP

VII . Catatan Lain-lain
PERHATIAN:
PPK Pejabat yang mcnerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
peijalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal
berangkat/ tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab
berdasarkan peraturan -peraturan Keuangan Negara, apabila Negara
mendcrita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

VIII.



I. Bcrangkat dari :
(Tempat Kedudukan)
Ke :
Pada Tanggal
Kepala

:

NIP
Bcrangkat dari :II. Tibadi

Pada Tanggal
Kepala

Kc
Pada Tanggal
Kepala

NIPNIP
Berangkat dari :Tiba di

Pada Tanggal
Kepala

III.
Ke
Pada Tanggal
Kepala

NIPNIP
Berangkat dari :Tiba di

Pada Tanggal
Kepala

IV.
Ke
Pada Tanggal
Kepala

NIPNIP
Berangkat dari :Tiba di

Pada Tanggal
Kepala

V.
Ke
Pada Tanggal
Kepala

NIPNIP
VI. Telah

keterangan bahwa perjalanan
tersebut semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam
waktu
singkatnya.

Pejabat yang Berwenang,

diperiksaTibadi
Pada Tanggal
Kepala

dengan

sesingkat-yang
(
NIP

Nama lengkap
NIP

VII. Catatan Lain-lain
VIII. PERHATIAN:

PPK Pejabat yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
peijalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal
berangkat/ tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab
berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara
menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.



PEMERINTAH KABUPATISN LAMPUNO UTARA
PERANQKAT DAERAH

Alamut JCIQS, Kodc Pos :
Tclp. (0724) ,

Laman :
....Pax. (0724)
,Po8-cl ;

PAKTA INTEGRITA8

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Yang bcrtanda tangan di bawah ini:
Nama
Tempat, tanggal lahir
NIK
Jabatan
Alamat

Dengan ini menyatakan:

1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan

dalam rangkatanggalSurat Tugas nomor
melaksanakan
kegiatan

dari tanggal s.d
2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan

dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya

perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

paling lambat 5 (lima) hari keija terhitung setelah perjalanan dinas
dilaksanakan.

3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya

perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada

saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa

paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang

berlaku.

ke.

20. .

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
10.0000



PEMER1 NTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PERANGKAT DAERAH

Alamat Jclaa, Kodc Po»
Telp. (0724) ,

Laman :
. . .Fox, (0724) . ,

Pos-cl

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pcmbantu
: RPSebesar

Terbilang
Rupiah
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegialan

dengan rincian:
1. uang harian
2. biaya transportasi
3. biaya penginapan
4. uang representasi peijalanan dinas : Rp.
5. biaya taksi

: Rp.
: RP-
: Rp.
: RP-

20 . .

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Malerui
10.0000

Bendahara
Pengeluaran /Bedahara
Pengeluaran Pembantu.

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

ttdttd

NIP NIP

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUI OMO

/



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR £ TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP

Jabatan :
Bcrdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak

dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

Tanggal

JUMLAHNO URAIAN

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk

pclaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari

tcrdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan

kclebihan tersebut ke Kas Daerah.
Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:
PA / KPA

, tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPD,

NIP NIP

1 . Invoice hotel hilang dapat dibuktikan melalui bukti transfer;

2. Apabila struk biaya perjalanan (Tol) hilang dapat dibuktikan dengan foto;

3. Biaya uji kesehatan dapat dibuktikan dengan foto.

BUPATI LAMPUNG UTARA,



1,AMMAN XI
rtMKVIk

mmAM
VKUtiMAN YKMKHANAAN PtUMAMNAN tit BAM

AN mttAtl UMPVM IVtAkA
7/ 'tAIU / N W/A

FORMAT IAPOKAN VRUJALANAN DINAH

WMKWWTAW KABUPATKN MMPUNQ UTARA
mHANQKA't DAYMAN

Alamat ./ftlaft, K( A<". l'<m :
„ftax, (0724),
f'ofc-el

Tftlp, (0774) , .

Oarnan ; / i / / i I t i / / i r / * / / / / i f

LAPORAN
TENTANO

A- Pendahuluan
1, Umum / Latar Belakang

2, Landauan Hukum

3, Maksud dan Tujuan

B. Kcgiatan yang dilaksanakan
C. Hand Yang Dicapai

D. Kcsimpulan dan saran
E. Penutup

Dibuat di

Pada tanggal
Pejabat/Pegawai

Pclaksana Pcrjalanan Dinas

NIP.

Catatan : Lampiran Foto

BUPATI LAMPUNG UTARA,


